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REPUBLIK INDONESIA

No.356, 2016 KEMENPORA. Evaluasi. Akuntabilitas Kinerja.
Eselon I dan Eselon II. Juklak. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

ESELON I DAN II

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda

dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal di Lingkungan Kementerian

Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5067);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan

Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5169);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS

KINERJA ESELON I DAN II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I

dan II di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga,

digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas

implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Pemuda dan

Olahraga.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I

dan II di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga

melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Eselon I

dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) Inspektorat dapat berkoordinasi

dengan Biro Perencanaan dan Organisasi c.q Bagian

Evaluasi dan Penilaian Kinerja.

Pasal 4

(1) Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Inspektur

Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan

kebijakan teknis evaluasi implementasi SAKIP secara

berkala.
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(2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup antara lain:

a. fokus evaluasi;

b. waktu pelaksanaan evaluasi; dan/atau

c. hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja

pelayanan publik di lingkungan Eselon I dan II secara

berkelanjutan.

Pasal 6

Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga menyusun

Ikhtisar Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Eselon I dan

II dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pemuda dan

Olahraga dan ditembuskan kepada Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan

pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi

pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Eselon I dan II

di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0058 Tahun 2013

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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